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P U T U S A N

Nomor 219/Pdt.G/2021/MS.Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah  Syar'iyah  Suka  Makmue  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA, umur  39  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan Ibu  rumah

tangga, , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

NAMA, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta,

alamat di, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah  membaca  dan  mempelajari  berkas  perkara  dan  semua  surat  yang

berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa Penggugat  dengan surat  gugatannya tertanggal  13

Oktober  2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka

Makmue dengan register perkara Nomor 219/Pdt.G/2021/MS.Skm tanggal 13

Oktober  2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada

hari  Senin,  tanggal  29  September  2014  di  hadapan  Pejabat  PPN  KUA

Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan

Kutipan Aktar Nikah Nomor: 327/37/IX/2014 pada tanggal 03 Oktober 2014; 

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana

layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di

kediaman  Tergugat  yang  beralamat  di  Dusun  Batee  Hampa,  Desa  Paya
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Ateuk,  Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan,  selama kurang

lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke kediaman orang tua Penggugat

yang beralamat di  Dusun Nurul  Fata,  Desa Alue Bilie,  Kecamatan Darul

Makmur, Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 2 (dua) tahun; 

3. Bahwa  dari  pernikahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  telah

dikaruniai  1  (satu)  orang anak yang Bernama NAMA,  tempat tanggal  lahir

Tapak Tuan, 31 Juli 2015; 

4. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  ada  terjadi  keributan  dan

pertengkaran, hanya saja pada tanggal 17 Agustus tahun 2019 Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya dengan dalih untuk mencari

kerja di Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan,

dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman Penggugat;

5. Bahwa puncak permasalahan antara  Penggugat  dan Tergugat  terjadi  pada

tanggal  23  Mei  2020  pada  saat  Meugang  Puasa,  Tergugat  hadir  dalam

musyawarah persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang

dilaksanakan  oleh  aparat  Gampong  Alue  Bilie,  Kecamatan  Darul  Makmur,

Kabupaten  Nagan  Raya  namun  tidak  berhasil,  dan  setelah  dilakukannya

musyawarah oleh  pihak Gampong,  Tergugat  melafatkan kata  cerai  kepada

Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;  

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah

karena:

6.1. Tergugat  telah meninggalkan Penggugat  selama kurang lebih  2 (dua)

tahun berturut-turut;

6.2. Tergugat  telah  menikah  dengan  Wanita  lain  tanpa  seizin  dan

sepengetahuan Penggugat; 

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak tanggal 17 Agustus

2019 hingga  sekarang  selama kurang  lebih  2 (dua)  tahun  Penggugat  dan

Tergugat  telah berpisah tempat tinggal  dan ranjang, karena Tergugat  pergi

meninggalkan  Penggugat  dan  saat  ini  tinggal  di  kediaman  pribadi  yang

beralamat  di  Dusun Batee Hampa,  Desa Paya Ateuk,  Kecamatan Pasie

Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan Penggugat tinggal di kediaman
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orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Nurul Fata, Desa Alue Bilie,

Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;  

8. Bahwa sejak  berpisahnya  Penggugat  dan Tergugat  selama kurang  lebih  2

(dua)  tahun,  maka  hak  dan  kewajiban  suami  isteri  tidak  terlaksana

sebagaimana  mestinya,  karena  sejak  saat  itu  Tergugat  tidak  lagi

melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa  Penggugat  telah  berupaya  mengatasi  masalah  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat melalui  jalan musyawarah oleh pihak keluarga

dan pihak Gampong,  namun tidak berhasil,  sebagaimana termaktub dalam

Surat  Rekomendasi  Nomor:  407/408/2021,  yang  diterbitkan  oleh  Keuchik

Gampong Alue Bilie, tanggal 12 Oktober 2021;

10.Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama NAMA  masih dibawah

umur,  dan  selama  ini  tinggal  bersama  Penggugat,oleh  karena  itu  untuk

kepentingan  anak  tersebut  dan  rasa  kasih  sayang  Penggugat  terhadap

anaknya,  maka  Penggugat  mohon  ahar  anak  tersebut  ditetapkan  berada

dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11.Bahwa  anak  Penggugat  dan  Tergugat  masih  membutuhkan  biaya

pemeliharaan,  biaya  Pendidikan  dan  Kesehatan  sampai  dengan

dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus

ribu rupiah); oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk

memberikan  nafkah  untuk  anak  tersebut  per  bulan  yang  diberikan  melalui

Tergugat  sejak  amar  putusan  dijatuhkan  sampai  anak  tersebut

dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh)

persen setiap tahunnya;  

12.Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  diatas,  maka  rumah  tangga  antara

Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 19 (b) PP No. 9 Tahun 1975

dan Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat merasa rumah

tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  dapat  dipertahankan  lagi

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

mawaddah dan warhaman sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar

masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar  norma hukum dan norma
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agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk

menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan  alasan-alasan tersebut  diatas,  Penggugat  mohon  kepada  Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu  bain shughra  Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat

(NAMA); 

3. Menetapkan  Penggugat  sebagai  pemegang  hak  asuh  atas  anak  yang

Bernama NAMA, tempat tanggal lahir Tapak Tuan, 31 Juli 2015;

4. Menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  pemeliharaan  (hadhanah)

terhadap  anak  tersebut  pada  dictum  angka  3  (tiga)  di  atas  sejumlah  Rp.

300.000,00  (tiga  ratus  ribu  rupiah)  setiap  bulan  yang  diberikan  melalui

Penggugat  terhitung sejak amar  putusan dijatuhkan,  sampai  anak tersebut

dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh)

persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan; 

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider: 

Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan

Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang

menghadap  sebagai  kuasanya,  meskipun  Tergugat  telah  dipanggil  dengan

resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu

alasan yang sah;

Bahwa  terhadap  perkara  ini  tidak  dapat  dilaksanakan  mediasi  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  327/37/IX/2014  pada  tanggal  03

Oktober  2014  atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat  yang  dicatat  dan

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan  Darul Makmur

Kabupaten Nagan Raya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang

oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi

tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti  tersebut di  atas, Penggugat menghadirkan dua

orang saksi, yaitu:

1. NAMA, Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di

muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa,  saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  saksi  adalah  adik

kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di kediaman Tergugat yang beralamat di  Dusun Batee Hampa, Desa

Paya  Ateuk,  Kecamatan  Pasie  Raja,  Kabupaten  Aceh  Selatan,

selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke kediaman

orang tua  Penggugat  yang beralamat  di  Dusun Nurul  Fata,  Desa

Alue  Bilie,  Kecamatan  Darul  Makmur,  Kabupaten  Nagan  Raya

selama kurang lebih 2 (dua) tahun;  

- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan tersebutPenggugat dan Tergugat

telah  dikaruniai  1  (satu)  orang  anak  yang  Bernama NAMA,  tempat

tanggal lahir Tapak Tuan, 31 Juli 2015;

- Bahwa,  Kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan  Agustus tahun

2019  yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi  karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan

memuncak terjadi pada tanggal 23 Mei 2020;  

- Bahwa,  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  karena,  Tergugat  telah

meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-
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turut,  Tergugat  telah  menikah  dengan  Wanita  lain  tanpa  seizin  dan

sepengetahuan Penggugat, :

- Bahwa,  Saksi  mengetahui  langsung tentang peristiwa perselisihan

dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut; 

- Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  17  Agustus  2019

hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua)  tahun Penggugat  dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal;  

- Bahwa,  Selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  Sudah  tidak

pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa,  selama  pisah  Tergugat  tidak  pernah  datang,  dan  tidak

pernah  memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, Tergugat sudah

tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah petani;

- Bahwa,  upaya  untuk  merukunkan  Penggugat  dengan  Tergugat

pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan aparat gampong, namun

tidak berhasil;

2. NAMA,  telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah,  yang  pada

pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu

Penggugat;  

- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di kediaman Tergugat yang beralamat di  Dusun Batee Hampa, Desa

Paya  Ateuk,  Kecamatan  Pasie  Raja,  Kabupaten  Aceh  Selatan,

selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke kediaman

orang tua  Penggugat  yang beralamat  di  Dusun Nurul  Fata,  Desa

Alue  Bilie,  Kecamatan  Darul  Makmur,  Kabupaten  Nagan  Raya

selama kurang lebih 2 (dua) tahun;  

- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan tersebutPenggugat dan Tergugat

telah  dikaruniai  1  (satu)  orang  anak  yang  Bernama NAMA,  tempat

tanggal lahir Tapak Tuan, 31 Juli 2015;

- Bahwa,  Kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan  Agustus tahun
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2019  yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi  karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan

memuncak terjadi pada tanggal 23 Mei 2020;  

- Bahwa,  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  karena,  Tergugat  telah

meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-

turut,  Tergugat  telah  menikah  dengan  Wanita  lain  tanpa  seizin  dan

sepengetahuan Penggugat, :

- Bahwa,  Saksi  mengetahui  langsung tentang peristiwa perselisihan

dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut; 

- Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  17  Agustus  2019

hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua)  tahun Penggugat  dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal;  

- Bahwa,  Selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  Sudah  tidak

pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa,  selama  pisah  Tergugat  tidak  pernah  datang,  dan  tidak

pernah  memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, Tergugat sudah

tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah petani;

- Bahwa,  upaya  untuk  merukunkan  Penggugat  dengan  Tergugat

pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan aparat gampong, namun

tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat

menyatakan tidak keberatan;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Penggugat  telah  menyampaikan

kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai

dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun

lagi dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat

dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini 
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini  adalah gugatan perceraian dan

Penggugat  bertempat  tinggal  dalam  wilayah  yurisdiksi  Mahkamah  Syar'iyah

Suka Makmue. Oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan relatif dan

kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksa dan

mengadili  perkara ini, sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a

angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu

hadir  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa pada hari-hari  persidangan yang telah  ditetapkan

untuk  pemeriksaan  perkara  ini,  Penggugat  telah  datang  menghadap  di

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak

pula  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah  untuk

menghadap  di  persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut

sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan

yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum dan juga Tergugat tidak ada

mengajukan  eksepsi  terhadap  surat  gugatan  Penggugat.  Oleh  karenanya

sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa

dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha

mendamaikan  para  pihak  dengan  menasehati  Penggugat  agar  hidup  rukun

kembali  dengan Tergugat sebagai  suami istri  untuk membina rumah tangga,

akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154

ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal

31  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  jo  Pasal  82  ayat  (1)  dan  (4)

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 219Pdt.G/2021/MS.Skm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi

Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan

karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan

maksud  ketentuan  Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

perceraian  ini  adalah  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga karena

Tergugat  telah  meninggalkan  Penggugat  selama  kurang  lebih  2  (dua)  tahun,

Tergugat  telah  menikah  dengan  Wanita  lain  tanpa  seizin  dan  sepengetahuan

Penggugat;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut ternyata tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap

di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan

suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim

menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang

pengadilan dan telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui  dalil

dalil  gugatan Penggugat,  namun untuk menentukan adanya hak dan alasan

hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283

RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan

sesuai  dengan ketentuan Pasal  22 ayat  (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975,  Majelis  Hakim  perlu  mendengar  keterangan  saksi-saksi  yang

berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan alat  bukti  bukti  surat maupun saksi dan terhadap alat-alat

bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah

atas nama Penggugat  dan Tergugat  yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Darul  Makmur Kabupaten  Nagan  Raya,  telah  bermeterai  cukup,  telah
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dinazegelen  di  Kantor  Pos  dan  sesuai  dengan  aslinya.  Isi  surat  tersebut

menjelaskan  tentang  status  perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

sebagai  suami  isteri  yang  sah  dan  tercatat  pada  instansi  yang  berwenang.

dengan demikian, bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti

sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht)

dan mengikat (bindende bewijskracht), karena telah sesuai dengan ketentuan

Pasal  1870 KUHPerdata jo.  Pasal  285 RBg.  serta  telah memenuhi  maksud

Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301

ayat (2) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Majelis  Hakim  bekesimpulan  bahwa  dalil  gugatan  Penggugat  tentang

pernikahannya  dengan  Tergugat  patut  dinyatakan  telah  terbukti.  Dengan

demikian  maka  Pengugat  merupakan  pihak  yang  berhak  dan  mempunyai

kepentingan  hukum  secara  langsung  dalam  perkara  ini  (persona  standi  in

judicio) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa Penggugat  juga telah  mengajukan 2 (dua)  orang

saksi  yaitu  NAMA dan NAMA. Saksi-saksi  yang dihadirkan oleh  Penggugat,

adalah  orang-orang  yang  sudah  dewasa  dan  merupakan  orang-orang  yang

dekat  dengan  Penggugat,  karena  saksi  pertama  adalah  Adik  kandung

Penggugat  dan saksi  kedua adalahsepupu Penggugat,  sehingga saksi-saksi

mengetahui  langsung  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berdasarkan  pengetahuan,  pendengaran  dan  penglihatan  sendiri  sehingga

relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak

dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175

R.Bg, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat telah

menikah  dengan  Wanita  lain  tanpa  seizin  dan  sepengetahuan  Penggugat

sehingga meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya hingga akhirnya antara

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang,  bahwa  terhadap  keterangan  dua  orang  saksi  tersebut,

Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi,
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(vide Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg), dengan demikian maka kesaksian a

quo dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  dan  keterangan  2  (dua)

orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan,

maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang

pernikahannya  tercatat  di  KUA  Kecamatan  Darul  Makmur,

Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Aktar Nikah

Nomor: 327/37/IX/2014 pada tanggal 03 Oktober 2014;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  disebabkan  Tergugat  telah  menikah  dengan

Wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sehingga

meninggalkan  Penggugat  dua  tahun  lamanya hingga  akhirnya

antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  dan  tidak

pernah bersatu lagi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2

(dua)  tahun  yang  lalu  dan  tidak  pernah  bersatu  lagi  sampai

sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh

pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  di  persidangan  telah  menegaskan

sikapnya  yang  tetap  ingin  bercerai  dengan  Tergugat,  halmana  merupakan

fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut

merupakan  indikasi  bahwa  hubungan  Penggugat  dengan  Tergugat  sebagai

suami  isteri  saat  ini  benar-benar  sudah tidak lagi  harmonis,  dan dari  sikap

Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i’tikad

untuk  mempertahankan  perkawinannya  dengan  Tergugat,  apalagi  saat  ini

Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  rumah,  dengan  demikian  dapat

dipastikan hak  dan  kewajiban Penggugat  dan  Tergugat  sebagai  suami  istri

sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan  adanya  fakta  hukum  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat
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terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan

sulit  untuk  dirukunkan  lagi  bahkan  telah  mengakibatkan  Penggugat  dan

Tergugat berpisah rumah sejak  du tahun yang lalu sampai dengan sekarang,

dengan adanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang,  bahwa  dari  adanya  fakta  hukum  tersebut  diatas,  maka

Majelis  berkeyakinan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah

pecah (broken mariage) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  saat  ini  sudah  tidak  lagi  mencerminkan

keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai

rumah tangga yang kekal  dan bahagia serta sakinah,  mawaddah warahmah

sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan ;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perceraian

merupakan  alternatif  terbaik  yang  dapat  menyelamatkan  keduanya  dari

penderitaan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat, daripada tetap

mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan

maksud kaidah fiqhiyah, sebagai berikut yang artinya;

Artinya:  “  Menghindari  kerusakan  harus  didahulukan  daripada

mendatangkan kemaslahatan”

Menimbang,  bahwa,  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah Agung  RI

Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyebutkan bahwa

“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah

pihak  tidak  saling  mempedulikan  lagi  sudah  merupakan  fakta  adanya

pertengkaran dan dapat  menjadi  alasan terjadinya perceraian”;;  Menimbang,

bahwa  disamping  itu  alasan  tersebut  telah  sesuai  dengan  pendapat  Pakar

Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya :

Artinya:  “Maka  apabila  telah  tetap  gugatan  isteri  dihadapan  hakim

dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal

menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara

keduanya dan Hakim tidak berhasil  mendamaikan kedua belah pihak,  maka

Hakim  dapat  menceraikannya  dengan  talak  ba’in”  Menimbang,  bahwa
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berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim

menilai  bahwa  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah  terbukti  dan  alasan

perceraian  yang  didalilkan  oleh  Penggugat  telah  sesuai  dengan  maksud

ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan

Pasal  116 huruf f  Kompilasi  Hukum Islam yang berbunyi  “antara suami dan

isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  telah  dinyatakan  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  sedangkan  gugatan  Penggugat  telah  beralasan  hukum  oleh

karenanya berdasarkan Pasal  149 ayat  (1)  R.Bg,  maka gugatan Penggugat

patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang,  bahwa dalam perkawinan Penggugat  dan Tergugat  telah

melahirkan 1(satu) orang anak yang bernama NAMA, tempat tanggal lahir Tapak

Tuan, 31 Juli 2015;

Menimbang,  bahwa  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002

Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor  23

Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  Anak  adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974  Tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  Anak  yang  belum  mencapai

umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan

ada  dibawah  kekuasaan  orang  tuanya  selama  mereka  tidak  dicabut  dari

kekuasaannya ;

Menimbang,  bahwa  meskipun  kedua  orang  tua  anak  tersebut  telah

dinyatakan  bercerai,  tetapi  guna  melindungi  kepentingan  anak,  maka  perlu

ditetapkan  hak  pengasuhan  (hadlanah)  anak  tersebut  sampai  a  quo

melangsungkan perkawinan atau telah mandiri ;

Menimbang,  bahwa  anak  tersebut  pada  saat  ini  berada  di  bawah

pengasuhan  ibunya,  sebagai  Penggugat,  maka  anak  tersebut  harus  tetap

berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat untuk mendapatkan hak-
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haknya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23

Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan anak a

quo telah ditetapkan hak pengasuhannya kepada Penggugat. Untuk menjamin

keberlangsungan dan kebutuhan hidup anak,  Pasal  156 huruf  (d)  Kompilasi

Hukum Islam menentukan  bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak

menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya

sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

Artinya : Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat

Abi  Hurairah  bahwa  seseorang  datang  kepada  Nabi  dan  berkata  :  Ya

Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah

dirimu.  Orang tersebut  berkata lagi  :  Saya mempunyai  satu dinar  lagi. Nabi

berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu … 

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak bernama  NAMA,

tempat  tanggal  lahir  Tapak  Tuan,  31  Juli  2015,  tetap  berkewajiban  untuk

memberikan  nafkah  kepadanya,  baik  untuk  kebutuhan  hidup  sehari-hari,

kesehatan, pendidikan dan lainnya, demi kepentingan anak. Oleh karena itu,

Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui

Penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri

(dapat mengurus diri sendiri) yang besarannya sebagaimana tersebut di amar

putusan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara

yang timbul dari perkara ini;
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Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

ketentuan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan  talak  satu  baín  shughra  Tergugat  (NAMA)  terhadap

Penggugat (NAMA);

4. Menetapkan  anak  Penggugat  dan  Tergugat  yang  bernama,  NAMA,

tempat  tanggal  lahir  Tapak  Tuan,  31  Juli  2015,  berada  dalam asuhan

Penggugat  dengan  tetap  memberikan  hak  akses  kepada  Tergugat

untuk mengunjungi anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 orang anak bernama,

NAMA sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) Setiap bulan yang

diberikan  melalui  Penggugat  terhitung  sejak  amar  putusan  dijatuhkan

sampai  anak  tersebut  dewasa/mandiri  dengan  kenaikan  sebesar  10

(sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di

luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

6. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sebesar  Rp.

710.000,00 (tujuh ratus ribu puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah

Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi

bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Sardianto, S.H.I.,

M.H.I.,  sebagai  Ketua Majelis,  Afif  Waldy, S.H.I.  dan Anase Syukriza, S.H.I.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta

para  Hakim-Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Syahrul,S.H.I.

sebagai Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,

  

Afif Waldy, S.H.I. Sardianto, S.H.I., M.H.I 

Hakim Anggota,

 

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

 

Syahrul, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP : Rp.   70.000,00

2. Biaya Proses : Rp.   50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 585.000,00
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4. Biaya Meterai : Rp.   10.000,00

JUMLAH : Rp.   710.000,00
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